
 

 

 

 

BUPATI SITUBONDO 
 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR     24   TAHUN 2008 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2008 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN  2008 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa   dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur diperlukan 

Anggaran biaya yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008; 

b. bahwa sehubungan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Jawa Timur yang masuk pada Kas Pemerintah 

Kabupaten Situbondo; 

c. bahwa guna penganggaran kembali dana bantuan dimaksud, maka perlu 

adanya Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomer 6 Tahun 2008 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun Anggran 2008 dengan Peraturan Bupati. 
                                    

Mengingat : 1.  Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  1950   tentang   Pembentukan 

Daerah- daerah  Kabupaten  dalam   lingkungan   Propinsi  Jawa  Timur  

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) ;   

2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang Pajak Bumi   dan  

Bangunan ( Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun  1985  

Nomor  68, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  

3312 )  sebagaimana telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  12  

Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan   ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569 ) ; 

3.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak Daerah  dan 

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ; 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme           

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988 ) ; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara            

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389 ) ; 

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 

12. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4421 ) ; 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah                 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; 

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

15. Peraturan   Pemerintah    Nomor   28  Tahun  1972 tentang Perubahan  

Nama   dan   Pemindahan   Tempat  Kedudukan   Pemerintah   Daerah  

Kabupaten Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1972 Nomor 38 ) ; 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah ( Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4028 ) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah          

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi  Daerah   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4139 ) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) ; 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;      

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585) ; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4587) ; 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah            

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ; 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4738) ; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional ; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 

Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2008 ; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Syariah Situbondo ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2003 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang  Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 ( 

Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5) ; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01 )                                                                                                                                                                               

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo             

( Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 6 ) : 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  1 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Situbondo  Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo, Seri A Nomor 1) ; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 1) ; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Dana 

Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 

2007 tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 3 Tahun 2006  (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2007 Nomor 7); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo, Seri E Nomor 03) ; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2006  Nomor 13) ; 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2007 tentang  

Investasi Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 

Nomor 4) ; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang  

Penetapan Atas Pendirian PT. Radio Suara Situbondo ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6) ; 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008  

Nomor  01) ; 

48. Peraturan Bupati Situbondo Nomer 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 

Nomer 6) 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 

TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2008. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun  

2008   tentang   Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008 diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga 

bunyi keseluruhan Pasal 1 ayat (1)  berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 1 

(1).  Pendapatan  :              

a. Pendapatan Asli Daerah      Rp.       21.993.116.976,27  

b. Dana Perimbangan       Rp.     509.257.582.743,30  

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah      Rp.       21.728.300.712,13 

Jumlah Pendapatan                      Rp. 552.979.000.431,70 

(2).  Belanja  :   

a.  Belanja Tidak Langsung   

1). Belanja Pegawai      Rp.  278.995.767.504,69 

2). Belanja Bunga      Rp.           19.718.106,18 

3). Belanja Subsidi      Rp.                          0,00 

4). Belanja Hibah      Rp.    10.850.511.680,00 

5). Belanja Bantuan Sosial     Rp.    11.957.320.000,00 

6). Belanja Bagi Hasil      Rp.                         00,00 

7). Belanja Bantuan Keuangan   Rp.    22.800.252.000,00 

8). Belanja Tidak Terduga     Rp.      6.000.000.000,00 

                           Rp. 330.632.569.290,87 

b.  Belanja Langsung   

1). Belanja Pegawai      Rp.   44.184.995.950,00 

2). Belanja Barang dan Jasa     Rp.   80.840.557.212,40 

3). Belanja Modal      Rp. 127.601.996.038,00 

                        Rp. 252.627.549.200,40 

Jumlah Belanja          Rp. 583.251.118.491,27 

Surplus/(Defisit)                     Rp. (30.272.118.059,57) 

 

(3).  Pembiayaan  : 

a. Penerimaan      Rp.  81.885.419.001,14 

b. Pengeluaran      Rp.    5.856.440.500,16 (-) 

                              Jumlah Pembiayaan Netto                   Rp. 76.028.978.500,98 (-) 

         Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

         Tahun Berkenaan                      Rp.  45.756.860.441,41 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
 

       Ditetapkan di Situbondo 

       Pada tanggal 22 Juli 2008 

 

         BUPATI SITUBONDO, 

 

 ttd 

 

           dr. H. ISMUNARSO  
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Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal  22 Juli 2008      

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO, 

      

 ttd 

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si 

                 Pembina Utama Muda 

                 NIP.  010 104 956 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 24 

 

 SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


